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RINGKASAN 

 

 

Seseorang yang telah terjerat hukum dengan kasus tindak pidana Narkotika 

haruslah dihukum dan diadili dengan secermat mungkin. Agar kasus yang terjadi 

tidak terulang lagi dan si pelaku tidak melakukan hal tersebut lagi.  Pembebasan 

sanksi hukum terhadap tersangka tindak pidana narkotika seringkali karena adanya 

keterbatasan keterangan saksi sertai bukti yang kurang meyakinkan hakim. Kasus 

yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan 

Nomor 279/Pid.B/2011/PN.Plg terkait kasus tindak pidana narkotika.  Permasalahan 

dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian perkara 

narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid. B/2011/PN.Plg telah sesuai dengan 

ketentuan dalam KUHAP dan (2) Apakah pertimbangan hakim membebaskan 

terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ? 

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis apakah proses 

pembuktian perkara narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid. B/2011/PN.Plg telah 

sesuai dengan KUHAP dan pertimbangan hakim membebaskan terdakwa sesuai 

dengan fakta yang terungkap di persidangan. Guna mendukung tulisan tersebut 

menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metode 

penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan studi kasus (case study), dengan tipe 

penelitian yuridis normatif, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder serta analisis bahan hukum deduktif. 

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Proses 

pembuktian perkara narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid.B/2011/ PN.Plg sudah 

sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP karena sudah memenuhi alat bukti minimal 

dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya 

dengan suatu tindakan pidana, alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu kebenaran adanya suatu 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Kedua, Pertimbangan hakim 

yang membebaskan terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di 

persidangan. Selain adanya alat bukti minimal yang disyaratkan di persidangan 

diwajibkan pula adanya keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Bukti-bukti 



 

xiii 

 

yang ada dan terungkap di persidangan menurut pandangan dan keyakinan hakim 

belum mampu membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa 

dibebaskan dari segala dakwaan.  Putusan yang diberikan oleh Hakim tersebut salah 

satu dasar pertimbangannya adalah karena terbukti bahwa barang bukti narkotika 

berikut peralatannya bukan milik atau berada dalam penguasaan terdakwa, maka 

unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau 

mengedarkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti 

terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa. Saran yang diberikan bahwa, 

hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan 

penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti 

sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh 

tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan 

melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh 

tersebut. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia  

ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus  mendapat 

penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. 

Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus  lebih ditingkatkan, 

sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika  dapat di 

lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum 

terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana 

penyalahgunaan  narkotika  harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga 

dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif,  artinya dengan putusan 

hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan 

gambaran  bagi  calon pelaku lainnya. 
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